BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA

SEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Normor SOP ;Uin fam . w.0l
Tanggal Pembuatan | : LO Fdowean 2003
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Nama SOP

Dasar Hukum

Kuaiifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14
tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Xomunikasi dan informatika

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan

Informasi Publik

Peraturan Gubernur Nomor 175 tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik

7. Keputusan Gubernur Nomor 839 tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

o

1. PPID memahami Peraturan Gubernur Provinsi DKi Jakarta Nomor 175 tahun 2016 tentang
Layanan Informasi Publik
2. Petugas Informasi memiliki kemampuan :
a) Memahami pendokumentasian, kearsipan dan pengeloiaan informasi
b} Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi
¢} Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan
informasi publik

Keterkaitan:

Peralatan/ Perlengkapan

SOP ini terkait dengan :
1. SOP Pengelolaan Surat Masuk melalui e-Office
2. SOP Pendokumentasian Informasi yang dikecualikan

Desk (meja) Layanan Informasi/ Telepon dan Fax
Komputer

Printer

Jaringan Internet

Surat elektronik/Surat/Nota Dinas
Seperangkat Mesin Layanan Kepegawaian
Meja/Kursi/Kursi Tunggu

ATK

. Daftar Informasi Publik

10. Daftar Informasi yang dikecualikan

11. Surat Jawaban Permohonan Informasi Publik

CENOUNAWNPR

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya. Apabila SOP ini tidak berjalan dengan baik,
maka kegiatan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh instansi.

1. Dokumen Kegiatan




SOP Keberatan Informasi

PELAKSANA MUTU BAKU
PPID Provinsi/
He S Pr— Pemohon P::;’:::::t::;“ Per::gk::ol‘)::sriah/ Atasan PPID Komisi Informasi ::;:::Zt::r{ Waktu Output i
DKI Jakarta

1 Pemohon informasi mengajukan  keberatan 1.Surat keberatan Pada hari dan Formulir pengajuan
Informasi Publik kepada Atasan PPID dengan Informasi Publik jam kerja keberatan informasi
mengisi formulir keberatan (formulir disediakan 2. Formulir pengajuan
PPID dengan mengisi langsung atau dapat diakses keberatan informasi
pada website PPID : https://ppid.jakarta.go.id/, ©
sesuai dengan alasan yang tertera di pasal 40
Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016
tentang Layanan Informasi Publik.

2 Petugas Data dan informasi PPID Formulir pengajuan Pada hari dan 1. Formulir pengajuan SOP
mencatat/meregistrasi dan mengecek keberatan informasi jam kerja keberatan informasi Pengelolaan
kelengkapan berkas keberatan. 2. Berkas kelengkapan Surat Masuk

pemchon informasi melalui e-Office

3 PPID menyampaikan pengajuan  keberatan o 1. Daftar Informasi Pada hari dan Informasi/ dokumen
informasi kepada atasan PPID. Publik jam kerja

2. Surat keberatan
informasi

3. Notulensi rapat

4. Nota Dinas

4 Atasan PPID menyampaikan tanggapan keberatan 1. Informasi/ Pada hari dan Disposisi
kepada PPID untuk diteruskan kepada pemohon dokumen jam kerja
informasi yang mengajukan keberatan paling 2, Surat keberatan
lambat 30 hari sejak diregistrasinya pengajuan Informasi
keberatan.

5 Jika pemohon informasi puas dengan tanggapan 1. Disposisi Pada hari dan Surat jawaban/
atasan keberatan, maka pelayanan informasi ©‘ Puas 3, Surat keberatan jam kerja tanggapan keberatan
publik selesai. o Informasi informasi publik

6 lika pemohon informasi tidak puas terhadap Pada hari dan Tanda Terima dan
tanggapan keberatan, maka dalam waktu 14 hari jam kerja Arsip
kerja setelah tanggapan dapat mengajukan o .
permchaonan sengketa informasi publik ke Komisi ©‘ Tidak Puas =

Informasi.
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